
63 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis 

diatas, dapat disimpulkan :  

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah di Kabupaten Bima belum terlaksana dengan baik. Karena masih 

banyak ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya calon petahana atau incumbent. Dimana sampai 

memasuki tahapan kampanye jumlah Aparatur Sipil Negara yang diduga 

tidak netral sebanyak 15 (Lima Belas) orang Aparatur Sipil Negara. 

2. Implikasi ketidaknetralan adalah penempatan jabatan karena kepentingan 

politik yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor 

mariage system bukan merit system. Aparatur Sipil Negara yang bekerja di 

birokrasi seharusnya lebih ditempatkan sebagai penjaga aturan main yang 

disepakati lewat proses demokrasi. Oleh karena itu, birokrasi seharusnya 

bersifat netral, bersih, dan profesional. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 bukan suatu 

isu yang baru. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan : 

1. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, perlu adanya upaya untuk 

membentuk birokrasi yang netral dengan aturan baru berupa penghapusan 
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hak suara Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah. Karena 

Aparatur Sipil Negara yang masih diberi kesempatan memiliki hak suara 

untuk memilih, maka selama itu Aparatur Sipil Negara rentan terpolitisasi 

dan akan terus bersikap tidak netral pada pelaksanaan pilkada. 

2. Perlunya Komisi Aparatur Sipil Negara segera menindaklanjuti laporan 

dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu terkait oknum Aparatur 

Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bima yang diduga tidak netral. 
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